
BUPATI ACEH TAMIANG 
PROVlNSI ACEH 

PERATURAN BUPATJ ACEH TAMIANO 
NOMOR i TAHUN 2020 

TENTANG 
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

KAMPUNG D1 KABUPATEN ACEH TAMTANG TAHUN ANGGARAN 2020 

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasa1 12 ayat (l) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tenlang Dana Desa Yang Bcrsumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pcmerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati 
menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
Setiap Karnpung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
Anggaran 2020; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupat.en Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4176); 

2. Undang-~ ndang ... 
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2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 26, Tamba han Lembara n Negara 
Rep ublik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diuba h beberapa ka li lerakhir denga n Undang-Unclang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah un 201 4 tentang 
Perat uran Pelaksan a Un dang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diu bah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 
2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tah un 2014 ten tang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
632 1 ); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambah an Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 
terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor8Tahun 2016 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
57, Tambahan Lembaran Negara Republik In donesia Nomor 
5864); Peratu ran Men teri Da la m Negeri Nomor 114 Ta hun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 
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8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
220); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
ten tang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; 

12. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15); 

13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nom01· 15 Tahun 2010 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2010 
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 
Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang 
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh 
Tamiang Tahun 2016 Nomor 4); 

14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh 
Tam iang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Acch 
Tamiang Tahun 2018 Nomor 3); 

15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 
tentang Daftar Kewenangan l<ampung berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung; 

16. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 33 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Kampung; 

17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 30 Tahun 2019 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020; 

MEMUTUSKAN ... 



- 4 -

MEMUTUSK.AN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RfNCIAN DANA DESA SETIAP 
KAMPUNG D J KABUPATEN ACEH TAMlANG TAHUN 
ANOGARAN 2020. 

BAB 1 
KETENTUAN UMU M 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang. 
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 

Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang 
terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang. 

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang. 
4. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
benvenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 
hal< asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormali 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang 
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

5. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam clibantu oleh 
Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Kampung. 

6. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki 
kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendi1i. 

7. Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri 
Dalam Negeri. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya 
disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Kampung. 

9. Rekening Kas Umum Kabupaten, selanjutnya disebut RKUK, adalah 
rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kabupaten yang 
menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada Bank yang ditetapkan. 

10. Rencapa ... 

;,. ' lf I 
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10. Rencana Pembangunan J angka Menengah Kampung yang selanjutnya 
disebut RPJM Kampung, adalah rencana kegiatan pembangunan 
kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut 
RKPKampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Qanun Kampung. 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut 
APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Kampung. 

13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah 
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh 
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umu m Negara untuk menampung 
seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara 
pada bank sentral. 

14. Rekening Kas Umum Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKUK 
adalah rekening tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Kabupaten dan 
membayar seluruh pengeluaran Kabupaten pada bank yang ditetapkan. 

15. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disebut RKK adalah rekening 
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kampung yang menampung 
seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh 
pengeluaran Kampung pada bank yang ditctapkan. 

BAB II 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RINCIAN DANA DESA 

Pasal 2 
Rincian Dana Desa setiap Kampung di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 
Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: 

a. Alokasi Dasar; 
b. Alokasi Afirmasi; 
c. Alokasi Kinerja; dan 
d. Alokasi Formula. 

Pasal 3 
(1) Alokasi Dasar seliap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a, dihitung berdasarkan a lokasi Dasar per Kabupaten dibagi 
jumlah Kampung sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang­
Undangan mengenai rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2020. 

(2) Alok, si ... 

,~\ »1 



- 6 -

(2) Alokasi afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat 
Tertinggal yang memilik_j jumlah penduduk miskin tinggi 

(3) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi 
kepada Kampung-kampung dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan 
keuangan Kampung, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) 
Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pernbangunan Kampung. 

(4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung 
berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, 
dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang 
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

Pasal 4 

(1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a 
dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana 
Desa dibagi secara merata kepada setiap Kampung secara Nasional. 

(2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b 
dihitung sebesar 1,5% (satu koma bma persen) dari anggaran Dana Desa 
dibagi secara proporsional kepada Kampung tertinggal dan Kampung 
sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi. 

(3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c 
dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa 
dibagi kepada Kampung dengan kine1ja terbaik. 

(4) Kampung dengan kine1ja terbaik sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 
huruf c adalah Kampung yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah Kampung yang memibki hasil penilaian kinerja terbaik 
berdasarkan pengelolaan keuangan l<ampung, pengelolaan Dana Desa, 
capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan 
bobot: 
a . 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Kampung; 
b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa; 
c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; 

dan 
d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan 

Kampung. 

Pasal 5 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 
ayat (2) dihitung dengan rum us: 
AA Desa = (0,015 x DD)/ {(2 x DST) + (1 x DT)} 
Keterangan: 

a. AA Desa ... 

' 

l ' 1§ I 
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a. AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa 
b. DD = pagu Dana Desa nasional 
c. DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memilikijumlah 

penduduk miskin tinggi 
d. OT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk 

miskin tinggi 
(2) Pengelolaan keuangan Karnpung sebagaimana pada pasal 4 ayat (4) 

huruf a dinilai dari: 
a. perubahan rasio Pendapatan Asli Karnpung terhadap total 

pendapatan APBKampung dengan bobot 50% (lima puluh persen); 
dan 

b. rasio belanja bidang pernbangunan dan pernberdayaan terhadap 
total belanja bidang APBKarnpung dengan bobot 50% (lima puluh 
persen). 

(3) Kampung penerima Alokasi Kinerja dalam Kabupaten Aceh Tamiang 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditentukan berdasarkan 
urutan Kampung yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung 
dengan menggunakan rum us: 
Skor Kinerja = {(0,20 X Yl) + (0,20 x Y2) + (0,25 x Y3) + (0,35 x Y4)} 

Keterangan: 

• Skor Kinerja 
• Yl 
• Y2 
• Y3 

= skor kinerja setiap Kampu ng 
= pengelolaan keuangan Kampung 
= pengelolaan Dana Desa 
= capaian keluaran Dana Desa 

• Y4 = capaian basil pembangunan Kampung 

(4) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (4) dihitung dengan bobot: 
a. 10% (sepuluh persen) untukjumlah penduduk; 
b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; 
c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan 
d . 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(5) Besaran Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus: 
AF Desa = {(0, lxZl) +(0,15xZ2) + (0,15xZ3) +(0,25 x 24)} x AF Kab 

Keterangan: 

• AF Desa = Alokasi Formula setiap Kampung 
• Zl = rasiojumlah penduduk setiap Kampung terhadap total 

Penduduk Kampung Kabupaten Aceh Tamiang 

Z2 ... 
\ 

i> I 
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• 22 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung 
Terhadap total Penduduk miskin Kampung dalam 
Kabupaten Aceh Tamiang 

• 23 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas 
wilayah Kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang 

• Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap 1 KO Kampung 
dalam Kabupaten Aceh Tamiang 

• AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Tamiang 

(6) Angka kemiskinan Kampung dan tingkat kesulitan geografis Kampung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masing masing ditunjukkan oleh 
jumlah penduduk miskin Kampung dan 1KG Kampung. 

Pasal 6 
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Aceh 
Tamiang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Larnpiran 
J yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
Aceh Tamiang ini. 

BAB Ill 
PENYALURAN DANA DESA 

Pasal 7 

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUK. 
(2) Penya1uran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan 
penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKK. 

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana 
hasil pemotongan Dana Desa ke RKK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa 
dari Bupati Aceh Tamiang. 

(4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: 

a. tahap T paling cepat bulan Januari dan paling larnbat bulan Juni 
sebesar 40%, (empat puluh persen); 

b . tahap [I paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu 
keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan 

c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen). 

(5) Penyaluran ... 

~' i'/ 
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(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 
melalui Nomor Rekening Kas Kampung pada Bank sebagaimana 
tercantum pada Lampiran ll yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tamiang ini. 

Pasal 8 

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) 
dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa menerirna dokumen persyaratan penyaluran dari 
Bupati Aceh Tamiang, dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa: 
l. peraturan Bupati Aceh Tamiang mengenai tata cara pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa setiap Kampung; 
2. Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan 
3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; 

b. tahap II berupa: 
1. laporan reaJisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahun anggaran sebelumnya; dan 
2 . laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

tahap I menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
lima persen); dan 

c. tahap III berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sarnpai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) 
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung 
tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Bupati Aceh Tamiang bertanggungjawab untuk menerbitkan surat 
kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(l) huruf a angka 3 untuk seluruh Kampung, dan wajib disarnpaikan 
pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I 
pertama kali. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 
2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) hurufb angka 2 dihitung berdasarkan 
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan. 

(4) Penyusunan .. . 
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(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) 
huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 
uraian keluaran , volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian 
keluaran. 

(5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani 
oleh Bupati Aceh Tamiang atau Wakil Bupati Aceh Tamiang atau pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal9 

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Oatok Penghulu 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh 
Tamiang, dengan ketentuan: 

a. tahap 1 berupa Qanun Kampung mengenai APBKampung; 
b. tahap Il berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; dan 

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian ke.luaran Dana Desa 
tahap J menunjukkan rata rata rcaJisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
lima persen); dan 

c. tahap 111 berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 

sampai dengan tahap IT menunjukkan rata-rata realisasi 
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) 
dan rata-rata capalan keluaran menunjukkan paling sedikit 
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung 
tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Datok Penghulu 
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati Aceh 
Tamiang, dengan ketentuan: 

a. tahap I berupa Qanun Kampung mengenai APBKampung; dan 
b. tahap ll berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
tahun anggaran sebelumnya; 

2. laporan ... 
\ 

i 
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2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa 
tahap l menunjukkan rata rata realisasi penyerapan paling 
sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian 
keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh 
lima persen); dan 

3. la po ran konvergensi pencegahan stunting tingkat Kampung 
tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 
2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan 
rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan. 

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran 
sebagaimana dimal{Sud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan sesuai 
dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian 
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran. 

(5) Bupati Aceh Tamiang melakukan verifikasi kesesuaian dokumen 
persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). 

(6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 

bupati Aceh Tamiang menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran 
atas Kampung yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu. 

(7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum 
memenuhi kebutuhan input data, Datok Penghulu menyampaikan 
perubahan tabel referensi kepada Bupati Aceh Tamiang untuk 
dilakukan pemutakhiran. 

BAB IV 
PENGGUNAAN DANA DESA 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung, peningkatan 
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan 
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Kampung. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa dan 
Peraturan Bupati Aceh Tamiang. 

Pasal 11 ... 

»'; · 
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Pasal 11 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 
dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 
dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 
baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga 
kerja dari masyarakat Kampung setempat. 

Pasal 12 
(1) Datok Penghulu bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa. 
(2) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pendampingan atas 

penggunaan Dana Desa. 
(3) Pendarnpingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten. 

Pasal 13 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 
termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana 
climaksud dalam Pasal 11 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang 
menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan 
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. 

(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksucl pada ayat (l) diberikan pada 
saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung. 

BAB V 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 14 

(1) Bupati melakukan Pemantauan atas pengalokasian, penyalur·an dan 
penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan terhadap: 
a. penerbitan Qanun Kampung Tentang APBKampung; 
b. penyaluran Dana Desa; 
c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa; 
d . penyampaian laporan konvergensi pcncegahan stunting tingkat 

Kampung; 
e. sisa Dana Desa di RKK; dan 
f. pencapaian keluaran Dana Desa. 

Pasal 15 ... i. 
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Pasal 15 

(1) Pemantauan terhadap penerbitan Qanun Kampung Tentang 
APBKampung setiap Kampung sebagaimana dimaksud daJam Pasal 14 
ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan 
penyaluran Dana Desa tahap J 

(2) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKK melalui 
RKUK sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b 
dilalcsanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan. 

(3) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan 
capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi 
pencegahan stunting sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 14 ayat (2) 
huruf c clan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan 
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(4) Dalam hal Datok Penghulu terlambat dan/atau tidak menyampaikan 
laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2), Bupati meminta 
kepada Camat untuk melakukan percepatan penyampaian laporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 14 ayat (2). 

(5) Pemantauan sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana 
Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh 
Kampung. 

(6) Sisa Dana Desa di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 
berjalan. 

(7) Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2} huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan 
kegiatan yang dibiayai Dana Desa. 

Pasal 16 

(1) Dalam hal Datok Penghulu melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan 
ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh 
Tamiang dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun 
anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya. 

(2} Menteri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang menyampaikan surat 
permohonan penjelasan status hukum Datok Pengh ulu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l} kepada pimpinan lembaga penegak hukum 
terkait. 

(3) Dalam hal berdasarkan sUJ-at penjelasan dari pimpinan lembaga 
penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum 
Datok Penghulu ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan 
melalui Bupati Aceh Tamiang melakukan penghentian penyaluran Dana 
Desa tahun anggaran berjalan dan/ a tau tahun anggaran berikutnya. 

(4) Men teri Keuangan melalui Bupati Aceh Tamiang dapat menyalurkan 
kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana 
dimaksud dalam ayat ( 1) setelah menerirna : 

a. pencabutan ... 
\ 

l 'i I 
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a . pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau 
b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

atasDatok Penghu1u yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan 
Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

BAB VI 
SANKS! 
Pasal 17 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); 
b. Terdapat Sisa Dana Desa di RIG< tahun anggaran sebelumnya lebih 

dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Kabupaten. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap [I tahun 
anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran 
sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih 
besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap 11, 
penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran 
berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih 
lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang 
ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidal{ dapat disalurkan 
dan menjadi sisa Dana Desa di RKK. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAI< Fisik dan Dana Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Kabupaten dalam hal 
terdapat potensi a tau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ a tau 
penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan 
kepada Bupati denga n tembusan kepada l<epala KPPN selaku KPA 
PenyaJuran DAK Fisik dan Dana Desa sebelurn batas waktu tahapan 
penyaluran sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7. 

Pasal 18 
(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal: 

a. dokumen ... 

~., " i' I 
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a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau 
sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat 
pengawas fungsional Kabupaten Aceh Tamiang. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke 
RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUK. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik 
dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Datok Penghulu yang bersangkutan 
mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun 
anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 
APBKampung tahun anggaran benkutnya. 

(5) Datok Penghulu menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung 
tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum 
minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati 
menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap fI yang 
belum disalurkan dari RKUN ke RKUK kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran OAK Fisik dan Dana Desa paling lam.bat minggu ketiga 
bulan Juni tahun anggaran berjalan. 

(7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran 
kembali sebagairnana dimaksud pada ayat (6) , sisa Dana Desa di RKUK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali. 

Pasal 19 

(1) Datok Penghulu melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa 
Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK dengan Bupati Aceh 
Tamiang paling lambat akhir bulan Juni 2020. 

(2) Datok Penghulu menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020. 

(3) Bupati ... 
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(3) Bupati Aceh Tamiang melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana 
Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun 
Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKK dengan Kepala KPPN selaku 
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan 
September 2020. 

(4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKK dan RKUK basil 
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling 
lambat akhir bulan Oktober 2020. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangga1 diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Aceh Tamiang. 

Ditetapkan di Karang Baru 
pad~ tanggal, :l ?a.nuari 2020 M 

6 Jt.w,c.d1t Auey 1441 H 
~ BUPATI ACEH TAMlANG, °i_ 
'{y ~ ~ -

Diundangkan di Karang Baru 
pada tanggal, 2 ?anuetn 2020 M 1 y MURSIL 

G, 7~a1/ AM:t..1 1441 Hi 
SEKRETARIS DAERAH 

.KABUPATEN ACEH TAMIANG, 

BASY~ N , 

SERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR J. 



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG 
NOMOR : 1 TAHUN 2020 
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 

KAM PUNG DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2020 

A. FORMAT LAPORAB REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KBLUARAN DANA DESA 

I.APORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA 

TAHAP ..•.•.•.• TAHUN ANOOARAN •.•.•.•.....••.• 

PEMERIITTAH KAMPUNO .........••.•••••. 

KECAMATAN •.•...•.•............•.. 

KABUPATEN ACEH TAMIANO 

Pagu Kampung Rp ..••.•..............•••............ 

~OMO URAIAN 
URAJAN VOLUME CARA ANGOARAN REALISASI SISA %CAPAIAN TENAGA KERJA DURASI UPAH 

KELUARAN KELUARAN PENOADMN KELUARAN 
Rn Ru Rp Oran,z: Hari Rp 

1 2 .J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. PDDAPATAll 

1.2 Pendapatan Transfer 
1.2. 1 Dana Desa 

• TAHAP PERTAMA 

• TAHAP KEDUA 

JU1dLAB PB!fDAPAT.Ali 

2. BELARJA BANT11AR KE KAMPURG ··-· 
2.1 Bl.dlmg ~ ~ 

2.1.1 Kegiatan ............... 

2.1.2 dst ........................ 

2-2 Bl.dlmg PemllmaguDaD Kampqag 

2.2.( Kegiatan .....•....•.•.. 

2.2.2 dst ························ 

2.3 Bl.dlmg~ ~ 
2.3.I Kegiatan •.•.••...•.•••. 

2.3.2 dst ........................ 

2.4 Bl.dlmgPemNnnan~ 

2.4.l Kegiatan ......•...••.•. 

2.4.2 dst ........................ 

2.5 Bldamg Tak Tmdnp 
2.5.l Kegiatan .•.•.•...•...•. 

2.5.2 dst ........................ 

JUMLAH BELANJA 

( C ,,~'\ 

KET 

IJ 

, 
-

i / 



ANGGARAN NOMOR UR>\.IAN 
URAIAN VOWME CARA 

KE:WARAN KELUARAN PENGADAAN 
Rp 

I 2 .I 4 s 6 

3.1.2 Penyertaan Modal Kampung 

- Modal Awai Pengemba.ngan Usaha 
- dst ............. .. ......... ..................... 

JUldLAH PEMBIAYAAN 

JUMLAH 
(P&HDAPATAJf - BEL.ANJA -PEMBIAYMN) 

KAUR KEUNAGAN KAMPUNG ...... 

( .................... ·--·················••l 

REAUSASI SJSA 

Rp Ro 
7 8; 6-7 

Rp 

( 

%CAPAJAN 
TENAGA 
KERJA DURASI KEWARAN 
Oran11. 

9 10 II 

Disctujul oleh, 

Kampung ...... tanggal, bulan, tahun 

DATOK PENGHULU ••·•---·-·-· 

1--·--·-·············-·••·---•·--·-·-·•I 

BUPATI ACEH TAMIANG, 

Dto 

MURSIL 

UPAH KET 

12 /J 



B. FORMAT LAP0RAN K0NVER0ENSI PENCE0AHAN STUNT ING TIN0KAT KAMPUNG 

L AP0RAN K0NVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KAMPUNG 
TERHADAP SASA RAN 1.000 HARi PERTAMA KEHI DUPAN (HPK) 

KABUPATEN 
KAMPUNG 

ACEII TAMIANG 

TABEI, I. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK !IBU HAMIi, DAN i\N/\K 0-23 13UI.ANl 

JUML/\11 TOTAL IBU IIAMll. 
SASAl<AN RUMAI I TANGGA 

J.000 111'1( TOTAL l<I::K/RESTI 

JUMLAH 

l\~;CAMATAN 
TAHUN 

ANAKO 

1'01'1\L 

23 BULAN 
Ul,C,I 

KURANG/GIZI 
nr 101 tv •~-• t •-

TABEI, 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) 

JUML.AH TOTAL ANAK KUNING (RESIKO MERA!! 
SASARAN Hl,JAU (NORMAL) rrERIND!KASI USIA 0-23 BULAN STUNTING) 

STUNTINOl 
JUMLAII 

TABEL 3. KEl,ENGKAPAN KONVERGENSI PAKl:.i LA YANAN PENCEGAIIAN STU;-.."!'ING BAGI 1.000 HPK 

SASARAN INDIKATOR JUML.AH (% 

I Pl•'lllf,!-ll\ 1 KAI.I !-lt•:I.AMA KEIII\MII.AN 

l MJ.Nl>Al'•\T DAN \11•'.MIM M I'll H. Sci.AMI\ ')(J 111\1<1 

3 lllll 111-'.~SAJ.JN MI-.NDl\l'Al' I.AY/\NAN l'EMEl~IKSAAN NWAS ;i KAI I 

lBU IIAMll, 
,, MENtllKUTI KUNHEI.ING Ul;l,I/KEl,,\S ln\l MINIM1\I. '1 KALI 

5 mu IIAMII. flffil(/1/ESTT) MENl)APAT KUN.JUNC:AN filJMAll 111/1.ANAN 

t, IWM/\11 TANGO/\ lllll IIAMll. Ml•:MII.IKI 1\1,;SE!-l AIR ~IINllM AMAN 

7 IWMl\ll l'ANClCl/1 1111 1 111\MII. ~1J,;Mll.ll,I ,JM,IIIAN IJ\YAK 

II ~rnMtl.ll;J ,11\MINI\N l(t•:~m, 11\TI\N 

I I\N/11, IJHl/1 < ll 11111.AN MENl11\l'/\T IMllNIS/1!-ll lli\H/\1< 1.1•:NCl'-AI' 

2 f)ITIMIII\NG HEl</1'1' 111\J)I\N mrnN SF.Tl/IP UllLIIN 

J OllJKlll{ l'I\NJI\N(l/TINGOI ll/11)/\N .l KIILI DIii.AM llt•:fl\llUN 

ORANll TUA/l'f•;NO/\Hllll Ml':NC11Klil1 K(JNHhl.lN(I OIZI lll•LANAN I AKI-I.AKI TO'r/\L 

' ANAK USIA 
0 •23 BULAN .; hllN,JIINt\l\N HllM/\11111\Cll l\NIII, <11%1 Dlll,l lt,;/1,llRIINCl/llTlJNllNO 

(0 - 2 TAI IUN) b IWMI\I I 'rllNCICIII IIN/11, 0-2 'I'll Ml•:M ll .11-1 l\liHl•:ll lllli MINI IM IIMIIN 

7 RllM/111 TANGO/\ IINI\K 0-.l Tit MEMll.11·:I ,JI\MUI\N IJ\Y/\K 

8 A.'iAh 0 2 TH ,JAMII\A1' K.ES~.IIATAN 

') /\NIii\ o -2 TH BllAT /\!-;IA h.bl.AIIIRll'i 

10 OIV\N(l T l /1\/l'l( N(II\SIIII M t•:N(lll\l rJ'I l'l\l<EN'l'INtl 11111.ANI\N (l'/\11))) 

ANAi< I AN,\K > 2 • h Tl\ltl,NAhTW 111\L\M J,,~;(111\T\N l'/1\11) MINIMAi. 11m,, 
> 2 6 TAHUN 

TABEL 4. T!NGKAT KONVERGENSI I<AMPUNG 

110 S/\P.I\Pl lllMI..AH JNl•JKh1 OR TIIIOlu'IT 

I 11111111\MII. YAN<l lJITt:RIMA RWIIRIJSNY/1 lllTf:RIM/1 1-.0NVl,;IWLN:ll 

..l I\NAK 11 -J3 OUI.AN 

TOTAL T l.NQKAT KONVEROEN8I KAMPUNQ 

TABEL 5. PENCOUNAAN DANA OF.RA DALAM PENCEOAHAN STUNTING 
I\EOIATI\N 1,IIUSLJS PENCE01\I IIIN 

NO Bl I >ANO/ I( t-:cal\TI\N T<Yl'AI .• l\l.01\1\SI DANI\ 
:-'TllNTINO 

I lltr)I\NG Pl;~tn,\:'<OIINIIN ~11'1 ;N(l 111.0lv\Sl !)ASA "b PlsRSEN 

.l llll 11\N<l 1'1-:Mlll-:lmAY/11\N MI\SVl\t</11-.1\'f 

BUPATI ACEH TAM1ANG, 

Oto 

MURSIL 

,~' i ; 


